


4. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Tanjungpinang memandang perlu melakukan

kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan Pemilu

dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Kebudayaan Nomor : 155/U/1998 Tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam

rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasall

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah

pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam hal

adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan

program PIHAK KEDUA.

Pasal2

RUANG UNGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif

pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang.



Pasal3

TU6AS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah :

a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi pengawasan
patisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Ikatan
Mahasiswa Muhammadlyah dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :

a. Mendorong Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadlyah Cabang Tanjungplnang-Blntan
agar menglkuti dan berpartlslpasi aktIf dalam keglatan sosialisasi dan edukasi

pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

b. Mendorong anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadlyah Cabang Tanjungplnang-Blntan
dalam rangka pengawasan partlslpatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal4

INFORMASI

1. PIHAK PERTAMA menerlma InformasI yang dipeiiukan dalam rangka pengawasan atas

adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024;

2. PIHAK KEDUA balk atas Inlslatif sendlrl maupun atas permlntaan tertulls darl PIHAK

PERTAMA dapat memberikan InformasI dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
a. InformasI terkalt dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. Laporan atas hasll pengawasan partlslpatif dan InvestlgasI awal terhadap dugaan
pelanggaran peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

c. InformasI lalnnya yang berkaltan dengan hasll pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal5

JANGKAWAKTU

1. Nota Kesepahaman Inl berlaku sampal dengan berakhlmya tahapan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024, terhltung sejak Nota Kesepahaman Inl ditandatangani dan hanya

dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang
dibuat secara tertulls, dan

2. Jangka waktu sebagalmana ayat (1) Pasal Inl berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara

bersama-sama akan menlndaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam

jangka paling lambat TIga (3) Bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Inl, apablla
dalam waktu TIga (3) Bulan tersebut tidak ditlndaklanjuti dengan pembuatan perjanjian

kerjasama maka Nota Kesepahaman Inl akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak
pernah terjadl.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi serta pengawasan

partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur leblh lanjut

oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan

diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan

tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan

lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua),

masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama, dan

2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali

apabila diperlukan.
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